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AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL

DENGAN
Universitas Hasanuddin

Nomor: 7/AMD/E1/KP.FPTNBH /2020

Pada hari ini SBenin tanggal 11 (sebelas) bulan Mei tahun 2020 (dua ribu dua
puluh), kami yang bertandatangan di bawah ini :
1. Prakoso . Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi
Nasional vang berkedudukan di Gedung B.J.
Hahibie Lt. 19, J1. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta
Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
Sumbangan Baja, Universitas Hasanuddin vang berkedudukan di
M.Phil.,PhD Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-1%9);



10.

11.

12.

13.

14.

Keputusan Presiden Rl No, 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 {COVID-19);

. Keputusan Presiden Rl No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagad
Bencana Nasional,

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing
Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian
kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa
wabah virus corona (COVID-19);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SA
Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A
Talun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penvakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B 196 /M /KU.00.01 /2020, tanggal
30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020,

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan
Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan [novasi
Masional Republik Indonesia Nomor 27/E1/KPT/2020 tentang Perubahan
atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset
dan Pengembangan Nomor 16/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan
Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2020

Dengan terlebih dabulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Corena Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak
terhadap implementasi pelaksanaan ANgEaran seluruh
Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi
sebagaimana tersebut di atas,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
menyebabkan terjadinva refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun
2020 di seluruh Kementenan/Lembaga.

bahwa sebagai tindaklanjut refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun
2020 Menteri Kiset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B
196/M/KU.00.01 /2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi
Anggaran Tahun 2020, vang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan
tinggi dan Kepala Lembaga Pelavanan Pendidikan Tinggi.



4, Bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana
tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
perlu melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020,
termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber
dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOFTN);

5. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (1) kKontrak Penelitian Nomor
7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dan
tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi
kewajiban vang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau
diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang
dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);

6. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor
7/E1/KP.PTNEH /2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat
digolongkan keadaan memaksa (force majeure] dalam Kontrak Penelitian ini
adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya
tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara
nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan amandemen
Kontrak Penelitian Nomor 7/E1 /KP.PTNBH /2020

PASAL1

Ketentuan dalam Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan penelitian sebanvak 332 (tiga ratus tiga puluh dua)
judul penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, yang anggarannya dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi
Nasional.

(2)Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran
tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak Penelitian ini.

Pasal 4

(1)PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA,
b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
c. melakukan peniaian luaran penelitian; dan
d. melakukan validasi luaran tambahan.



(2| PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. membuat sub Kontrak Penelitian antara Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masvarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk
pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan
tingginya vang memuat antara lain:

1. nama pelaksana;

2. judul penelitian;

3. jumlah dana penelitian;

4. tata cara dan termin pembayaran,

5. waktu pelaksanaan;

6. batas akhir pelaporan;

7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
8, luaran penelitian; dan

9. sanksi.

b, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak
Penelitian vang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA.

c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal
10 Desember 2020 dokumen sebagai benkut:

. revisi proposal penelitian

. catatan harian pelaksanaan penelitian

. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian
vang telah ditetapkan

. laporan akhir penelitian
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(3)PITHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di
laman SIMLITABMAS sebagal berikut:

revisi proposal penelitian

catatan harian pelaksanaan penelitian

laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

. Surat Pernvataan Tanggungiawab Belanja (SPTB| atas dana penelitian yang
telah ditetapkan

. laporan akhir penelitian
luaran penelitian

(4)PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK
PERTAMA.
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Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian  sebesar: Rp
30.595.016.200,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta
Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan dua tahap pencairan, vaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan
jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Menten
Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015.
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(5)
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Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh

PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 28.789.400.300,- (Dua Puluh
Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus
Ribu Tiga Ratus Rupiah)]

b. Pembavaran Tahap Kedua sebesar Rp 1.805.615,900,- (Satu Milyar Delapan
Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

c. Pembayaran dana luaran tambahan Ep ,- ()

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening

Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) 1l Jakarta

Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan
Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan
Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan
Perguruan Tinggi, dan Peneliian Pasca Sarjana-Penelitian Pasca Doktor
dibayarkan dua termin.

Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pendidikan

Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitan Pasca Sarjana-

PenelitianTesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana—Penelitian Disertasi

Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan

Pembavaran Tahap Pertama skema yang lainnya,

Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan

ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima paling lambat tanggal 18

September 2020 dokumen sebagai berikut:

a. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana
penelitian yang telah diberikan.

Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf c
dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran Tahap
Kedua.

Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat {3) huruf d, maka dana luaran tambahan
vang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7] harus disetorkan
kembali ke kas negara.

Pendanaan Penelitlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dibayarkan
kepada PIHAK KEDUA melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi . Universitas Hasanuddin

Nomor Rekening - 432602562

Nama penerima pada ekening : Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran

MNama Bank - Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea

Alamat Bank : JL Perintis Kemerdekaan No.10
Tamalanrea Makassar

Kota . Makassar

NPWP Perguruan Tinggi : 00.415.588.3-801.000

(10)PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak

terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA
dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10),



PASAL IT

Amandemen Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga),

memiliki kekuatan hukum vang sama, bermaterai cukup, dan biava materai
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

%
12 JCN
] \ } \'& . x il
: Prof. Dr, Sumbangan Baja, M.Phil,,PhD/
NP, 19660227 1992031003 NIP 196312291990021001
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NOMOR SPPK

PERGURUAN TINGGI
TANGGAL DIPA

LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PTN BH TAHUN 2020

007/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020
Universitas Hasanuddin
: Tanggal 12 November 2019

NOMOR DI PA : SPDIPA-042.06.1.401516/2020
UNIT ORGANISAS Direktorat Riset dan Pengabdian Masyar akat
LEMBAGA/DEPARTEMEN Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan I novasi Nasional
PENELITIAN DASAR
107 Judul
Energi
NO NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN LUARAN DANA PENELITIAN DANA
TAMBAHAN TAMBAHAN
KASBAWATI Analisis Regulas Proses Metabolisme Sel Rp. 78,523,600 (100%)
Ragi Saccharomy ces Cerevisiae melalui
1 Pendekatan Pemodelan Kinetika Enzim dan Rp. 72,458,900 (Tahapl)
Metabolic Control Analy sis
0004098003 Rp. 6,064,700 (Tahapll) | Rp.
Penelitian Dasar Unggulan
Per aur uan Tinaai
Durasi : 3 Tahun
MEUTIA FARIDA Rekonstruksi Paleoseanografi Berdasarkan Rp. 65,327,400 (100%)

Nannofosil Formas Tonasa Sulawes Selatan

2 Rp. 60,281,900 (Tahapl)
0010037303 Rp. 5,045,500 (Tahap 1) | Rp.
Penelitian Dasar Unggulan
Per aur uan Tinaai
Durasi: 3 Tahun
INDAR CHAERAH RANCANG BANGUN METODE EARLY Rp. 82,606,500 (100%)
GUNADIN WARNING UNTUK VOLTAGE

3 INSTABILITY DENGAN Rp. 76,226,500 (Tahap)

MEMPERTIMBANGKAN POLA rahap ||

0018117301 OPERAS PEMBANGKIT PADA SISTEM Rp. 6,380,000 (Tahapll)| Rp.
Penelitian Dasar Unggulan TENAGA LISTRIK
Per aur uan Tinaai
Durasi: 2 Tahun
ANDI ERWIN EKA Karakterisas Hasl Pirolisis Limbah Kulit Rp. 90,478,500 (100%)
PUTRA Biji Jambu Mente sebagai Sumber Energi

4 Alternatif Rp. 83,490,500 (Tahapl)

0021127102

Rp. 6,988,000 (Tahapll)| Rp.

Penelitian Dasar Unggulan
Per aur uan Tinaai

Durasi: 2 Tahun

Halaman 1

Universitas Hasanuddin




Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN LUARAN DANA PENELITIAN DANA
TAMBAHAN TAMBAHAN
TUTI BAHFIARTI PENERAPAN MODEL KAMPANYE Rp. 229,000,400  (100%)
SOSIAL BERBAS SKEARIFAN LOKAL
1 UNTUK KEBERLANJUTAN Rp. 211,322,200 (Tahap )
REGENERAS KAKAO PADA ANAK Tahao I
0017067305 PETANI DI SULAWES SELATAN DAN Rp. 17,687,200 (Tahapll) [ Rp.
Penelitian Ter apan SULAWES BARAT
Unaaulan Per aur uan
Durasi: 3 Tahun
INDRIATY SUDIRMAN Pengembangan Model Akuntabilitas Rumah Rp. 183,733,500 (100%)
Sakit di Era Reformas Pelay anan Kesehatan
2 Rp. 169,543,100 (Tahapl)
0028016902 Rp. 14,190,400 (Tahapll) | Rp.
Penelitian Ter apan
Unaaulan Per aur uan
Durasi : 3 Tahun
SYARIFUDDIN PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL Rp. 224563100  (100%)
SUATU MODEL UNTUK
3 MENENTUKAN ARAH PERENCANAAN Rp. 207,219,300 (Tahapl)
PEMBANGUNAN DESA, YANG SESUAI Tahao 11
0010026315 DENGAN AZASPANCASLA GUNA Rp. 17,343,800 (Tahapll) | Rp.
Penelitian Ter apan MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN
Durasi : 3 Tahun
NURAENI KADIR PENGEMBANGAN USAHA Rp. 114453700  (100%)
PENSUTERAAN DI KABUPATEN WAJO
4 Rp. 105,614,000 (Tahapl)
PROVINS SULAWES SELATAN
0015035602 Rp. 8,839,700 (Tahapll)| Rp.

Penelitian Ter apan
Unaaulan Per aur uan

Durasi: 3 Tahun

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

NO NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN LUARAN DANA PENELITIAN DANA
TAMBAHAN TAMBAHAN

RATNA AYU Strukturisasi Model Pelaporan Akuntansi Rp. 326,637,300  (100%)
DAMAYANTI Lingkungan pada Pemerintah Daerah di

1 Indonesia Rp. 301,410,000 (Tahapl)
0019036708 Rp. 25,227,300 (Tahapll) | Rp.
Penelitian Ter apan
Unaaulan Per aur uan
Durasi: 3 Tahun
MOHAMAD THAHIR Strategi Pengembangan Model Rp. 253,274,600  (100%)
HANING Kepercay aan Publik Untuk Meningkatkan

2 K epatuhan Wajib Paj ak di Provins Rp. 233,713,300 (Tahapl)

Sulawes Selatan

0007055712 Rp. 19,561,300 (Tahap!l)| Rp.

Penelitian Ter apan
Unaaulan Per aur uan

Durasi : 3 Tahun

Halaman 26

Universitas Hasanuddin




	TUTI BAHFIARTI - KONTRAK PENELITIAN 2020.pdf
	0 AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN KEMENRISTEKBRIN 2020
	1


	TUTI BAHFIARTI - KONTRAK PENELITIAN 2020.pdf
	0 AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN KEMENRISTEKBRIN 2020
	2


	TUTI BAHFIARTI - KONTRAK PENELITIAN 2020.pdf
	0 AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN KEMENRISTEKBRIN 2020
	3


	TUTI BAHFIARTI - KONTRAK PENELITIAN 2020.pdf
	0 AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN KEMENRISTEKBRIN 2020
	4


	TUTI BAHFIARTI - KONTRAK PENELITIAN 2020.pdf
	0 AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN KEMENRISTEKBRIN 2020
	5


	TUTI BAHFIARTI - KONTRAK PENELITIAN 2020.pdf
	0 AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN KEMENRISTEKBRIN 2020
	6



